PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

4> DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN

e

ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kec. Girimaya Kota Pangkal Pinang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : 000134/ 92.¢ /KEP/DPPPAKB/1/2026

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKAL PINANG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanaan publik yang profesional, transparan dan
akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan
pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1939 Tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan  Provinsi Kepulanan Bangka  Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



10.

4033);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038},

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Siptl Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);

Undang — undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024
tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6949); ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4733);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5333);




11.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5613});

12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN])
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
103) Undang- Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik
Indonesia Nomor 5038);

14.Peraturan Menter1 Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

156.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan  dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);

17.Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pangkal Pinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2010 Nomor
08, seri D Nomor 03};

18.Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang {Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang
Tahun 2016 Nomor 18);

19.Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perlindungan Anak ;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

20.Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2020
tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ;

21.Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang
Tahun 2025 Nomor 62);

22 .Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang; dan

23.Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 43 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pangkal
Pinang Tahun 2025 Nomor 312).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang.

Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam
Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai
komitmen dalam penyelnggaraan pelayanan publik
yang berkualitas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pangkal Pinang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal © Januari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA

KOTA PANGKAL PINANG,

AGUSTU AFENDI




